PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR T8 TAHUN 2016

TENTANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN
RUANG LINGKUP KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang: a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota
Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang perlu
dilakukan penyesuaian dan perubahan pada Bagan

Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Ruang Lingkup
Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kota Palembang;

b. bahwa pengaturan ruang lingkup koordinasi sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, adalah dalam rangka
meningkatkan efisiensi dan efektifitas tugas dan fungsi
Sekretariat Daerah dalam penyusunan kebijakan dan
pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas
perangkat daerah di jajaran Pemerintah Kota Palembang
serta pelayanan administratif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Palembang tentang Bagan Struktur Organisasi

Perangkat Daerah dan Ruang Lingkup Koordinasi Perangkat
Daerah Kota Palembang;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat IT dan Kota Praja di Sumatecra
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Rl Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5533);

3. Undang-Undang...
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887); dan

4]

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016
Nomor 6).

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG BAGAN STRUKTUR

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN RUANG LINGKUP

KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KOTA
PALEMBANG

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.

3. Walikota adalah Walikota Palembang.

4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Palembang.

6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota
Palembang.

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota
Palembang.

8. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah
Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat.

9. Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah Asisten
Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan
Pembangunan.

10.Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Sekretaris
Daerah Bidang Administrasi Umum.

11. Sekretariat...
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11.Sckretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.

12.Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Walikota
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Kola.

BAB I
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang,
terdiri dari:
1. Sekretariat Dacrah Kota Palembang, terdiri dari:
a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,
membawahi:

1. Bagian Pemerintahan;
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
3. Bagian Humas; dan
4. Bagian Protokol.
b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan,
membawahi:

1. Bagian Administrasi Pembangunan;

2. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
dan

3. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.

c. Asisten Administrasi Umum, membawabhi:
Bagian Umum;

Bagian Administrasi Keuangan;

Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
Bagian Organisasi dan Tata Laksana.

.b_E.IJM:—'

2. Stafl Ahli Walikota, terdiri dari:
a. Stafl Ahli bidang Pemerintahan, Sosial dan
Kemasyarakatan;
b, Staf Ahli bidang Perekonomian, Pembangunan dan
Investasi; dan
c. Staf Ahli bidang Keuangan, Pendapatan Daerah,
Hukum dan Hak Asasi Manusia.

3. Sekretariat DPRD Kota Palembang.
4. Inspektorat.

5. Dinas Daerah, terdiri dari:
a. Dinas Pendidikan;
b. Dinas Kesehatan;
¢. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. Dinas Sosial;
e. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Pcrmukiman;

f. Dinas...
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{. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan
Bencana;

g. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan:

h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

i. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana;

Dinas Perhubungan;

Dinas Komunikasi dan Informatika;

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

m. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;

P | i

n. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;

0. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Pemberdayaan Masyarakat;

p. Dinas Kebudayaan;

g. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;

r. Dinas Ketenagakerjaan;

s. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;

t. Dinas Perikanan;

u. Dinas Pariwisata;

v. Dinas Perdagangan;

w. Dinas Perindustrian; dan

X. Satuan Polisi Pamong Praja.

6. Badan Daerah, terdiri dari:

a. Badan  Perencanaan Pembangunan  Daerah,
Penelitian dan Pengembangan

b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

c. Badan Pengelolaan Pajak Dacrah

d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

7. Kecamatan

(2) Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota
Palembang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.

BAB III
RUANG LINGKUP KOORDINASI
ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG

Fasal 3

(1) Dalam rangka  efektifitas penyelenggaraan urusan
pemerintahan, Pemerintah Kota wajib menerapkan prinsip-
prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi
baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar
satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Kota serta
dengan Instansi lain di luar Pemerintah Kota scsuai dengan
tugas dan [ungsi masing-masing.

(2) Sekretariat...
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(2) Sekretariat Daerah sebagai unsur staf pada hakekatnya
menyelenggarakan fungsi koordinasi dalam penyusunan
kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap
pelaksanaan tugas perangkat daerah.

(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimulai
dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi
dan pelaporan serta pelayanan administratif.

(4) Penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), dilaksanakan oleh Asisten Sekrctaris Daerah
dengan ruang lingkup koordinasi, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Il

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang  bersilat teknis, sepanjang mengenai
pclaksanaannya akan ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Walikota
Palembang Nomor 30 Tahun 2012 tentang Bagan Struktur
Organisasi Perangkat Dacrah dan Ruang Lingkup Koordinasi
Asisten Sekretaris Daerah Kota Palembang, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang  mengefahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 Nguember— 2016

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYQ
Diundangkan di Palembang
pada tanggal 30 Mouwember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMB 5

HAROBIN MASTOFA
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2016 NOMOR ?8



LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISAS!I PERANGKAT DAERAH DAN RUANG LINGKUP KOORDINASI
ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG

BAGAN STRUKTUR ORGAN!SASI PERANGKAT DAERAH KOTA PALEMBANG
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LAMPIRAN 11
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR I TAHUN 2016

TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN RUANG LINGKUP KOORDINASI

ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG

RUANG LINGKUP KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH

SEKRETARIS DAERAH

r
AZISTEN

KESEJAHTERAAN RAKYAT

i
MENGKEOORDIMASIKAN:
1

- BAGIAN PEMERINTAHAN

. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

BAGIAN HUMAS

BAGIAN PROTOHKCL

INSPEKTORAT

SEKRETARIAT DPRD

. DINAS PENDIDIKAN

DINAS KESEHATAN

2, DINAS SOSIAL -

10, DINAS PEMADAM KESAKARAN DAN PEMANGGULANGAN BENCANA

11. DINAS KEPENCUDUKAR DAN PENCATATAM SIPIL

12, DINAS PENGENDALIAN PENCUDUK DAN KELLARGA BERENCANA

T4, DINAS KOMUNIKAS DAN INFORMATIKA

14.DINAS PENANAMAN MCDAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADL

15.DIMAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA,

15. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAM, PERLINOUNGAN ANAK DAN
FEMEERDAYAAN NMASYARAKAT

7. DINAS KETENAGAKERJAAN

18, SATUAN POLIS! PAMONG PRA A

10, BADAN KESATUAN BANGSA DAM POLITIK

20 PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIHA KOTA

21. REUD PALEMBANG BAR)

22 KECAMATAN AN KELURAHAN

23 KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG (INSTANS! VERTIKALY

[ 24, KANTOR KEMENTERIAN AGAMA (INSTANS! VERTIKAL)

TR NE D A

PEMERINTAHAN DAMN - e

ASISTEM
PEREKONOMIAN DA
PEMBANGUNAN

I
MENGHEOORCINASIKAN:
|

BAGLAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAM

BAGIAN PEREKONCMIAN DAN SUMBER DAY A ALAK

BAGIAN LAYANAN PEMGADAAYN BARANG DAN JASA

DIMAS PEKERAMM URIUL DAN PENATAAN QLANG

. DIMAS PERUNAHAN FAKY AT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DHNAS LINGKUNGAN HIDLIP DAN KEBERSIHAM

. DINAS PERHUBLMGAN

CINAS KOPERAS! DAl USAHA KECIL BAM MENEMGAL

CINAS KEBLUDAYAMN

10.0INAS PERTAMIAN DAk KETAHANAN PANGAN

11.0IMNAS PERIKANAN

12, DIMAS PARMWISATA

13.DINAS PERDAGANGAN

14, DINAS PERINDUSTRIAN

15. BADAN PERENTAMAAN PEMBARGLUNAN DAERAH, FENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN ]

16. KECAMATAMN DN KELURAHAN

17.BLUMD (FDAM TIRTA MUS!, PD PASAR, PT SP2J, PT PATROLOG)

1B KANTOR STATISTIK (INSTAMNS! VERT KAL)

L R = B X

ASISTEN
ADMINIST RAS] LINMUM

I
MENGKIR]I’:DI MASIHAN:

BAGLAM LIMLUM

BAGLAN ADMINIST RASI KELMNCAM

BAGLAN HUKLN DAN HAK ASAST MANUSIA

SaGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKEANA

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTARKAMNN

EADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH %
BADAM PERGELCHLAAN PAJAK CAERAH

BADAM KCFEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBARNGAN SUMBER
DAY A MANUSEA

L e

= Khuses untuk sdministrasi kevongan, mengkocrdinnsi<in e
Porangrat Oaarah (kecuoll inston s wortikol)

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO





